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ABSTRAK 
 
Louis Adi Putra (B111 08 333), “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap 
Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara”, dibimbing oleh 
Badriyah Rifaih dan Oky D. Burhamzah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan pertanggung jawaban dari 
pihak penyelenggara jasa titipan barang (ekspedisi) terhadap pengirim 
barang apabila timbul kerugian selama berada di bawah pengawasan 
perusahaan penyedia jasa titipan barang tersebut. 
Penelitian dilaksanakan di Kantor Mail Processing Center PT Pos Indonesia 
dengan mewawancarai Manager Umum serta melakukan penelitian di salah 
satu perusahaan penyedia jasa titipan swasta di Makassar dengan 
mewawancarai pihak yang berwenang menangani hal tersebut. 
Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1). Perusahaan penyedia jasa titipan barang 
menjalin kerja sama dengan penyedia jasa angkutan, namun prioritas yang 
diberikan kepada pihak perusahaan jasa titipan sangatlah kecil, dan 
terkadang membuat barang yang akan mereka kirim tertunda, sehingga 
mereka perlu memberikan biaya tambahan untuk membuat barang-barang 
mereka tersebut diutamakan oleh pihak penyedia jasa angkutan tentu saja 
melalu jalur non formal. 2). Perusahaan penyedia jasa titipan berusaha agar 
pengirim barang tidak mengalami kerugian baik dalam kerusakan barang 
ataupun keterlambatan dalam mencapai tujuan, namun hal tersebut sangat 
sulit dihindarkan karena banyak faktor, sehingga penyedia jasa titipan perlu 
mencari alternatif dalam pengiriman barang tersebut salah satunya dengan 
menggunakan pesawat udara Negara.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Transportasi udara dewasa ini mengalami perkembangan 
pesat. Perkembangan dan pertumbuhan industri penerbangan 
tersebut tidak lepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa 
transportasi udara yang juga mengalami perkembangan pesat . 
 Perkembangan jumlah perusahaan penerbangan di satu sisi 
menguntungkan bagi para pengguna jasa transportasi udara 
(penumpang dan pemilik kargo) karena akan banyak pilihan. 
Perusahaan-perusahaan tersebut bersaing untuk menarik penumpang 
sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tiket murah dan tarif yang 
lebih murah atau menawarkan berbagai bonus. 
 Bukan hanya perkembangan dari persuhaan penerbangan saja 
yang terus meningkat, perusahaan penyedia jasa pengangkutan 
barang/kargo (ekspedisi) juga terus bertambah banyak. Perusahaan 
ini bersaing dalam pemberian jasa dan layanan, seperti ketepantan 
waktu pengiriman, dan biaya pengiriman yang murah. 
 Masalah yang sering terjadi dalam penggunaan jasa pengiriman 
barang/kargo sering terjadinya keterlambatan, penumpukan barang 
gudang penyedia jasa pengangkutan ataupun bandara karena 
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banyaknya volume pengiriman barang pada musim-musim tertentu, 
seperti menjelang bulan puasa dan natal.  
 Hal ini mendorong pihak perusaan penyedia jasa ekspedisi 
melalukan upaya-upaya mencegah timbulnya kerugian yang 
berakibatnya berpindahnya konsumen ke perusahaan jasa ekspedisi 
lain. Upaya-upaya ini berupa pengiriman barang/kargo yang harusnya 
dikirim melalui udara dialihkan menggunakan pengangkutan laut, 
karena penumpukan antria barang/kargo kiriman di gudang bandara, 
ataupun dengan pemanfaatan maskapai lain dalam mengirim 
barang/kargo tesebut1. 
 Akibat barang/kargo yang banyak juga dapat menyebabkan 
berkurangnya kehati-hatian perusahaan pengangkut, maskapai 
penerbangan, dan kurir pengantar terhadap kondsi barang/kargo yang 
dikirimkan tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya barang yang 
rusak pada saat pengiriman, salah alamat, ataupun hilang.2 
Pengangkut masih harus memenuhi kewajiban terhadap pemilik 
barang yang menitipinya untuk dikirimkan, sehingga apabila terjadi 
kerusakan, musnah, ataupun hilangnya barang yang dititipikan 
tersebut, pengangkut harus mempertanggungjawabkannya. Tanggung 
jawab pengangkut terhadap kehilangan atau rusaknya barang yang 
                                                 
1 Prapenelitian 28 Januari 2012, PT. Agung Cargo Wicaksana. 
2 Prapenelitian 28 Januari 2012, PT. Agung Cargo Wicaksana. 
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dititipkan digudang akibat menunggu barang disalurkan berdasarka 
hukum penitipan (the law of bailment).
3
 
 
 Pertanggung jawaban ini juga di atur dalam Undang-undang 
Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 145, menyatakan 
bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita 
oleh pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang, musnah, atau 
rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo 
berada dalam pengawasan pengangkut. 
 Pengangkutan barang pada umumnya menggunakan pesawat 
udara niaga dan udara sipil yang terikat pada Pasal 141-147 Undang-
undang Nomor 1 tahun 2009, apabila  pengangkutan barang/kargo 
oleh perusahaan penggangkut menggunakan pesat udara negara 
memperoleh pengecualian terhadap tanggaung jawab terhadap 
penumpang dan/atau kargo yang dilakukan oleh pesawat udara 
negara yang tertuang dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 1 
tahun 2009. Bahkan dalam Putusan Menteri Nomor 77 tahun 2011 
tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara tidak disinggung 
mengenai tanggung jawab pesawat udara negara secara khusus. 
                                                 
3 Toto T. Suriaatmadja, Pengangkutan Kargo Udara: Tanggungjawab Pengangkut dalam Dimensi 
Hukum Udara Nasional dan Internasional, Pustaka Bani Quraisy, Bandug, 2005, Hal 17. 
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Dengan melihat latar belakang masalah di atas maka penulis 
perlu meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab pengangkut 
terhadap pengangkutan barang/kargo yang menggunakan pesawat 
udara negara. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis 
merumuskan masalah yang ada, sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah ketentuan yang mengatur fungsi pesawat udara 
negara berdasarkan Undang-undang no. 1 tahun 2009 terhadap 
pengangkutan barang dan bagaimana dalam pelaksanannya? 
2. Bagaimana tanggung jawab penyedia jasa titipan kepada 
konsumen yang barang/kargonya dimuat menggunakan pesawat 
udara negara memintakan ganti kerugian akibat hilang, musnah 
atau rusak selama dalam pengawasan pengangkut? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen/pengirim 
kargo yang barang/kargo-nya dikirim menggunakan jasa pesawat 
udara negara oleh pihak ekspedisi. 
2. Untuk mengetaui kinerja pengawasan penggunaan dan 
pemanfaatan dari pesawat udara negara. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Memberikan pelajaran umum kepada konsumen dalam 
pemanfaatan jasa pengangkutan udara . 
2. Memberikan informasi hukum pengangkutan kepada kalangan 
akademisi dalam melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih 
mendalam. 
3. Memberikan bahan masukan atau rujukan dalam rangka memberi 
pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pengangkutan 
udara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengangkutan 
1 Pengertian pengangkutan secara umum 
 Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, 
memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha 
membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari 
suatu tempat ke tempat yang lain4. Jadi, dalam pengertian 
pengangkutan itu dapat disimpulkan sebagai suatu proses kegiatan 
atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain.  
 Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan 
manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait 
unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut5 :  
1. Ada sesuatu yang diangkut.  
2 Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.  
3 Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.  
Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan 
manusia dari tempat asal ke tempat tujuan6. 
                                                 
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketujuh edisi II, 
Balai Pustaka Jakarta, 1996, Halaman 45. 
5 Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin,  dan Djohari Santoso, Pengantar Hukum 
Dagang Indonesia, Jilid 1, Gama Media, Yogyakarta, 1999, halaman 195  
6 Ibid, Hlm 195 
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Menurut pendapat R. Soekardono, SH, pengangkutan pada 
pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-
benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu 
mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta 
efisiensi7. 
 Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari 
tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan 
dimana angkutan itu diakhiri8. 
2. Angkutan Udara 
 Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang 
Penerbangan, Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan 
menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, 
kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu 
bandar udara ke bandar udara yang 
lain atau beberapa bandar udara. 
 Pengangkutan udara terbagi atas beberapa yaitu: 
a. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk  umum 
dan memungut pembayaran. 
b. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang 
digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan 
                                                 
7 R. Soekardono, Hukum Dagang Indosia, CV Rajawali, Jakarta, 1981, Halaman 5 
8 Muchtarudin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan, Lembaga 
penerbitan FE UI, Jakarta, 1981, Halaman 5 
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untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di 
bidang angkutan udara. 
c. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara 
niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke 
bandara udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
d. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara 
niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandara di 
dalam negeri ke bandara udara lain di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya. 
e. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga 
dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan 
untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau 
daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan 
secara komersial belum menguntungkan. 
 
3. Kiriman Pos 
 Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, 
Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, 
logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos. 
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4. Pengertian Kargo 
 Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 Kargo adalah 
setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan 
dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama 
penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan. 
 Dalam Konvensi Warsawa digunakan istilah merchandise yang 
mencakup segala benda yang dpat menjadi objek transaksi 
komersil sehingga mayat tidak termasuk dalam kategori ini. Dalam 
versi bahasa Inggris digunakan istilah goods yang mencakup objek 
yang inaminate yaitu benda mati; sehingga binatang hidup tidak 
tercakup dalam pengertian goods.9 
 Istilah kargo digunakan dalam undang-undang tentang 
penerbangan digunakan dengan alasan, Pertama, Kargo 
merupakan istilah yang bersifat lebih netral; kedua, adanya 
kecenderungan penggunanaan dalam konvensi-konvensi tentang 
pengakutan udara; ketiga, lebih dikenal oleh masyarakat baik oleh 
perusahaan-perusahaan pengangkutan maupun masyarakat.10 
 
                                                 
9 Toto T. Suriaatmadja, halaman 48 
10Toto T. Suriaatmadja, halaman 50 
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5. Surat Muatan Udara 
Surat Muatan Udara (airway bill) adalah dokumen berbentuk 
cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang 
merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan 
udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima 
kargo untuk mengambil kargo. 
 
6. Pengertian Perjanjian Pengangkutan 
 Mengenai pengertian perjanjian pengangkutan di dalam Buku II 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diberikan definisinya. 
Perjanjian pengangkutan itu sendiri bersifat konsensual, sehingga 
untuk terciptanya perjanjian pengangkutan tidak diperlukan adanya 
syarat tertulis, jadi hanya bersifat konsensual.   
Di dalam Pasal 1320 Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata 
disebutkan tentang syarat sahnya perjanjian:  
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :  
a. Sepakat mereka yang mengikat dasarnya  
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
c. Suatu hal tertentu  
d. Suatu sebab halal   
Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 Perjanjian 
Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan 
11 
 
pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut 
penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan 
imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain. 
Menurut pendapat yang diungkapkan R. Subekti, yang 
dimaksud dengan perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian 
dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa 
orang/barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain 
menyanggupi akan membayar ongkosnya11.  
Sedangkan menurut pendapat H.M.N. Purwosutjipto, yang 
dimaksud dengan perjanjian pengangkutan adalah perjanjian 
antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut 
mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan 
barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu 
dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk 
membayar uang angkutan12. 
Dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, pengangkutan 
merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim 
barang atau penumpang dimana pihak pengangkut mengikatkan 
dirinya untuk menyelengarakan pengangkutan barang atau orang 
ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau 
                                                 
11   R. Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung 1979, halaman 81.  
12 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid III, Djambatan, cetakan II, 
1984, halaman 1. 
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penumpang mengikatkan diri untuk membayar ongkos 
angkutannya
13
.  
7. Pengertuan Jasa Titipan  
Berdasarkan Keputusan Mentri Nomor 5 tahun 2005, 
Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan paket, uang 
dan suratpos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat 
kabar, sekogram, bungkusan kecil dari pengirim kepada penerima 
dengan memungut biaya. 
8. Pengertian Pesawat Udara Negara 
Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang 
penerbangan Pesawat udara Negara adalah pesawat udara yang 
digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik 
Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk 
menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta 
tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Menurut Pasal 30 Konvensi Paris 1919 pesawat udara negara 
(state aircraft) adalah pesawat udara yang digunakan oleh militer 
yang semata-mata untuk pelayanan publik (public services) seperti 
pesawat udara polisi dan bea cukai. 
                                                 
13 HMN Purwosutjipto.  Op.cit, halaman 2. 
13 
 
Menurut Konvensi Jenewa 1958 istilah yang digunakan bukan 
pesawat udara negara, melainkan pesawat udara militer atau 
pesawat udara dinas pemerintah (government services). 
9. Pangkalan Udara 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2009, Pangkalan 
Udara kawasan di darat dan/atau di perairan dengan batas-batas 
tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk 
kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna 
keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia. 
10. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan 
10.1 Fungsi pengangkutan 
 Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau 
orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk 
meningkatkan daya guna dan nilai14. 
 Pengangkutan pada pokoknya berfungsi membawa 
barang-barang yang dirasakan kurang sempurna bagi pemenuhan 
kebutuhan ditempat lain dimana barang tersebut menjadi lebih 
berguna dan bermanfaat. Juga mengenai orang, dengan adanya 
pengangkutan maka orang akan berpindah dari satu tempat yang 
dituju dengan waktu yang relatif singkat. Apabila tidak ada 
                                                 
14 Ibid, Halaman 10 
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pengangkutan maka manusia akan terpaksa berjalan kaki kemana-
mana.  
Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat 
tercapai fungsi-fungsi pengangkutan, maka dalam pengangkutan 
diperlukan beberapa unsur yang memadai berupa15: 
a. Alat angkutan itu sendiri (operating facilities)  
Setiap barang atau orang akan diangkut tentu saja memerlukan 
alat pengangkutan yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya 
maupun perlengkapan. Alat pengangkutan yang dimaksud 
dapat berupa truk, kereta api, kapal, bis atau pesawat udara.  
Perlengkapan yang disediakan haruslah sesuai dengan barang 
yang diangkut.   
b. Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (right of 
way)  
Fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api, 
peraiaran/sungai, Bandar udara, navigasi dan sebagainya. Jadi 
apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau 
tersedia tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri 
tidak mungkin berjalan dengan lancar.  
c. Tempat persiapan pengangkutan (terminal facilities)  
                                                 
15  Sri Rejeki Hartono, Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat. Penerbit UNDIP, 1980, 
Halaman 8. 
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Tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena suatu 
kegiatan pengangkutan tidak dapat berjalan dengan efektif 
apabila tidak ada terminal yang dipakai sebagai tempat 
persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai. 
10.2 Tujuan pengangkutan 
Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk 
membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke 
tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena 
perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus 
atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien 
karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu 
menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu 
tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan. 
Dengan adanya pengangkutan tentunya juga akan menunjang 
usaha dari pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan  
pembangunan diseluruh tanah air, karena suatu daerah yang 
tadinya mempunyai Sumber Daya Alam yang baik namun tidak 
dapat terjangkau misalnya, maka dengan adanya pengangkutan 
akhirnya Sumber Daya Alam tersebut dapat dikirim ketempat lain 
untuk kemudian dikelola dan dimanfaatkan.  
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11. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut 
Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum 
pengangkutan dapat dikemukakan sebagai berikut: 
a. Prinsip Tanggung Jawab karena kesalahan (Liability Based 
on Fault). 
b. Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (Presumption of 
Liability Principle). 
c. Prinsip Praduga Tak Selalu Bertanggung Jawab 
(Presumption of Nonliability Principle). 
d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) 
e. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (Limitation of Liability) 
B. Pengangkutan Udara 
1. Pengertian Pengangkutan Udara 
 Definisi pengangkut menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2009 tentang penerbangan, pasal 1 ayat (25): 
“Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, 
pemegang izin kegiatan angkutan  udara niaga yang 
melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan 
ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain 
badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak 
perjanjian angkutan udara niaga” 
 
17 
 
 Pengangkut pada pengangkutan udara adalah Perusahaan 
Pengangkutan Udara yang mendapat izin operasi dari pemerintah 
menggunakan pesawat udara sipil dengan memungut bayaran16. 
 
2. Pengaturan Pengangkutan Udara di Indonesia 
Secara umum beberapa peraturan di bidang penerbangan 
Indonesia  adalah sebagai berikut: 
a. Ordonansi Nomor 100 Tahun 1939 tentang Pengangkutan 
Udara (OPU); 
OPU mengatur tentang dokumen angkutan udara, tanggung 
jawab pengangkut kepada pihak kedua (penumpang dan 
pemilik barang kiriman) dan besaran nilai ganti rugi, dan 
tanggung jawab pihak ketiga dan besaran nilai ganti rugi. 
Sebagian ketentuan dalam Ordonansi Nomor 100 Tahun 1939 
tentang Pengangkutan Udara dinyatakan tidak berlaku lagi, 
kerena telah disempurnakan oleh Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. 
Ketentuan dalam Ordonansi Nomor 100 Tahun 1939 tentang 
Pengangkutan Udara yang disempurnakan meliputi:  
                                                 
16 Abdulkadir Muhammad.2008. Hukum Pengangkutan Niaga. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 69 
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1) tanggung jawab pengangkut kepada pihak kedua 
(penumpang dan pemilik barang kiriman) dan besaran 
nilai ganti rugi, dan  
2) tanggung jawab pihak ketiga dan besaran nilai ganti rugi. 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 
tentang Penerbangan; 
 Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1958 
tentang Penerbangan dan sebagian dari Ordonansi Nomor 
100 Tahun 1939 tentang Pengangkutan Udara. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang 
Penerbangan mengatur tentang asas dan tujuan dari 
penyelengaran penerbangan, kedaulatan atas wilayah 
udara, pembinaan penerbangan sipil, pendaftaran dan 
kebangsaan pesawat udara serta penggunaan sebagai 
jaminan hutang, penggunaan pesawat udara, keamanan 
dan keselamatan penerbangan, bandar udara, pencarian 
dan pertolongan kecelakaan serta penelitian sebab-sebab 
kecelakaan pesawat udara, angkutan udara, dampak 
lingkungan, penyidikan dan ketentuan pidana. 
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Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut 
kemudian ditetapkan:  
1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang 
Angkutan Udara, 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang 
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dan  
3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang 
Kebandarudaraan.  
Sedangkan peraturan pelaksana yang lebih rinci dan teknis 
yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan 
Pemerintah tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri dan 
Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan. 
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan 
Seiring dengan tingkat keselamatan transportasi di 
Indonesia yang telah mencapai tingkat yang memprihatinkan 
dengan banyaknya kecelakaan transportasi dan seolah telah 
menjadi berita yang wajar sehari-hari di media massa, tidak 
terkecuali transportasi udara, pembahasan mengenai 
perubahan undang-undang mengenai transportasi pun menjadi 
bagian yang hangat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di 
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Indonesia khususnya untuk bidang transportasi penerbangan, 
karena meskipun secara kuantitatif kecelakan di sini lebih 
sedikit tetapi dampak kecelakaan yang lebih jauh, membuatnya 
lebih menjadi perhatian khalayak ramai17. 
Rancangan mengenai Undang-Undang ini mulai dibahas 
sejak Juni 2008, dengan muatan rangkuman dari berbagai 
sumber, antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 1992, Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2008 yang merupakan pengganti dari 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, 
artikel-artikel yang relevan dalam tulisan ilmiah populer maupun 
yang terdapat dalam annal of air and space law, usulan Tentara 
Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), dokumen ICAO 
mengenai perubahan iklim global, kasus kecelakaan pesawat 
serta bahan dan hasil workshop yang berkaitan dengan 
penegakan hukum di bidang transportasi udara18. 
Menurut K. Martono, pengajuan revisi terhadap Undang-
Undang ini berdasarkan pertimbangan pola pikir antara lain 
bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Repulik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 sebagian sudah tidak relevan 
                                                 
17 K. Martono, Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009 (Bandung: Mandar Maju, 
2009) Hal. 428-429 
18 Ibid, hal 343 
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dan perlu dirubah, serta perlu adanya ketentuan-ketentuan 
yang ditambahkan berkenaan dengan perkembangan ketentuan 
internasional mengenai penerbangan. Hingga akhirnya Undang-
Undang Penerbangan yang baru ini berlaku mulai 12 Januari 
200919, walaupun demikian sesuai dengan ketentuan penutup, 
diperlukan waktu setidak-tidaknya tiga tahun untuk 
memberlakukannya secara efektif. 
Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, maka OPU dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 sudah tidak 
berlaku lagi, namun ketentuan pasal 464 Undang-Undang 
Penerbangan yang baru tersebut menyatakan bahwa peraturan 
pelaksana bagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 1992 yang digantikan tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dan belum diganti pengaturannya pada dalam 
Undang-Undang Penerbangan yang baru. 
3. Perjanjian Pengangkutan Udara 
 Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha 
untuk mengikatkan dirin terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 
dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis20. 
                                                 
19 Ibid 
20 Pasal 1 Angka 7 UU No. 5 Tahun 1999. Loc.Cit. Hlm7. 
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Mengenai akibat dari perjanjian inipun secara lengkap diatir dalam 
Pasal 1313 sampai dengan 1351 KUH Perdata yaitu tentang 
Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian21. Sedangkan pengertian 
menurut kamus hukum adalah persetujuan atau kesepakatan resmi 
antara dua orang (pihak) atau lebih dalam bidang-bidang tertentu22. 
 Adapun definisi dari perjanjian angkutan udara adalah suatu 
perjanjian antara seorang pengangkut dengan pihak penumpang, 
atau pihak pengirim barang untuk mengangkut barang atau 
penumpang dengan pesawaat udara, dengan imbalan bayaran 
atau prestasi lain. Dalam arti yang lebih luas, perjanjian angkutan 
udara dapat merupakan sebagian dari suatu perjanjian pemberian 
jasa dengan pesawat udara23.    
 
C. Hak dan Kewajiban Pengangkut, Perusahaan Jasa Pengiriman 
Barang, dan Pemilik Barang 
1. Hak Pengangkut 
 Dalam Ordonansi Pengangkutan Udara menjelaskan 
pengangkutan antara lain adalah sebagai berikut: 
                                                 
21 Salim HS, dkk. 2008. Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU). Sinar Grafika: 
Jakarta. Hlm 4. 
22 Sudarsono, Op.Cit. 
23 E. Suherman, 1979, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesaawat Udara dan Beberapa Masalah 
Lain Dalam Bidang Penerbangan, Bandung. Offset Alumni. 
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a. Di dalam Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa pengangkutan 
berhak untuk meminta kepada pengirim barang atau untuk 
membuat surat muatan udara. 
b. Di dalam Pasal 9, disebutkan bahwa pengangkut berhak 
meminta kepada pengirim barang untuk membuat surat 
muatan udara, jika ada beberapa barang. 
c. Pengangkut juga berhak menolak pengangkutan 
penumpang jika ternyata identitas penumpang tidak jelas. 
d. Hak penumpang yang dicantumkan dalam tiket penumpang 
yaitu hak untuk menyelenggarakan angkutan kepada 
perusahaan pengangkut lain, serta pengubah tempat-tempat 
pemberhentian yang telah disetujui, semua tetap ada 
ditangan pengangkut udara. 
e. Hak untuk pembayaran kepada penumpang atau pengirim 
barang atas barang yang telah diangkutnya serta 
mengadakan peraturan yang perlu untuk pengangkutan 
dalam batas-batas yang dicantumkan Undang-Undang. 
Selain itu, pengangkut dalam hal in adalah perusahaan 
penerbangan dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha, sesuai 
dengan definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang NO 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 ayat (3). 
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“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau 
badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun 
bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi”. 
 
Sehingga adapun yang menjadi hak dari pelaku usaha 
juga dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 
tentang Perlindungan Konsumen, yakni: 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang tidak beritikad baik. 
c. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
d. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 
barang/ jasa yang diperdagangkan. 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan oeraturan perundang-
undangan lainnya. 
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2. Kewajiban Pengangkut 
 Kewajiban pengangkutan udara dalam Ordonansi 
Pengangkutan Udara adalah: 
a. Pengangkut harus menandatangani surat muatan udara 
segera setelah muatan barang-barang diterimanya (Pasal 8 
ayat 2). 
b. Bila pengangkut tidak mungkin melaksanakan perintah-
perintah dari pengirim, pengangkut harus segera 
memberitahukan kepada pengirim (Pasal 15 ayat 3). 
Sedangkan dari Undang-Undang No 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan menjelaskan tentang kewajiban 
pemegang izin angkutan udara dalam Pasal 118 yakni: 
a. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling 
lambat 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan dengan 
mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki 
dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau 
kegiatannya. 
b. Memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah 
tertentu. 
c. Mematuhi ketentuan wajib angkut penerbangan sipil, dan 
ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
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d. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai 
pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan 
udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan 
asuransi. 
e. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi 
atas dasar suku agama, ras, antar golongan, serta strata 
ekonomi dan sosial. 
f. Menyerahkan laporan kegiatan laporan kegiatan angkutan 
udara termasuk keterlambatan dan pembatalan 
penerbangan, setiap bulan paling lambat  tanggal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri. 
g. Menyerahkan laporan kinerja keunangan yang telah diaudit 
oleh kantor akuntan public terdaftar yang sekurang-
kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan 
rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April 
tahun berikutnya kepada Menteri. 
h. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab 
atas pemilik badan hukum angkutan udara niaga, domisili 
badan usaha angkutan udara niaga dan pemilikan pesawat 
kepada Menteri. 
i. Memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. 
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Khusus untuk wajib angkut, terdapat dalam Pasal 140 
dimana pengangkut wajib: 
a. Mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah 
disepakatinya perjanjian pengangkutan.  
b. Memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap 
pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian 
pengangkutan yang disepakati, dimana perjanjian ini 
dibuktikan dengan tiket penumoang dan dokumen muatan. 
Secara umum kewajiban pengangkut dalam hal ini 
Perusahaan Penerbangan juga tertuang dalam kewajiban 
pelaku usaha yang terdapat dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: 
a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya. 
b. Memberikan informasi yang jelas, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemerliharaan. 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur dan tidak diskriminatif. 
d. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu 
barang dan/atau jasa yang berlaku. 
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e. Memeberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji 
dan/atau mencoba barang/jasa tertentu serta memberi 
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau 
diperdagangkan. 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
g. Memberi kompensasi. Ganti rugi, dan/atau penggantian 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
3. Hak Perusahaan Jasa Pengiriman Barang 
Secara umum berdasarkan Undang-undang Nomor 38 
tahun 2009 tentang Pos, perusahaan jasa pengiriman 
barang/perusahaan penyelenggara pos mempunyai hak 
sebagai berikut: 
a. Pasal 5, bahwa perusahaan jasa pengirman barang dapat 
melakukan layanan komunikasi tertulis dan/atau surat 
elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi 
keuangan dan layanan keagenan pos. 
b. Pasal 11 Perusahaan jasa pengiriman barang 
(penyelenggara pos) dapat melakukan kerja sama dengan 
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penyelenggara pos dalam negeri, asing, badan usaha dalam 
negeri/asing bukan penyelenggara pos. 
c. Pasal 16, setiap perusahaan penyelenggara pos komersil 
berhak menentukan tarif berdasarkan formula perhitungan 
berbasis biaya.   
4. Kewajiban Perusahaan Pengangkutan Barang 
Bersarkan Keputusan Menteri Nomor 5 tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan, maka kewajiban 
Perusahaan jasa pengangkutan atau penyelenggara pos 
sebagai berikut: 
a. Pasal 3 Perusahaan penyelenggara wajib memiliki 
timbangan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah 0 s.d. 30 
kilogram dengan ketelitian 100 gram dan memiliki alamat 
kantor yang jelas. 
b. Pasal 4 wajib memiliki izin dari Direktur Jendral. 
c. Pasal 13 menjabarkan kewajiban penyelenggara layanan: 
a. menempatkan Surat Izin Penyelenggaraan Jasa 
Titipan pada tempat yang mudah dilihat oleh 
pengguna jasa; 
b. menetapkan syarat-syarat dan tata cara 
penyelenggaraan jasa titipan; 
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c. menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh 
pengguna jasa; 
d. melaporkari kepada yang berwajib apabila 
mengetahui atau menduga ada barang titipan yang 
berisi benda-benda yang dilarang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
e. memberikan Iaporan kegiatan operasional minimal 
setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal; 
f. melaporkan setiap kali terjadi perubahan anggaran 
dasar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
perubahan kepada Direktur Jenderal; 
5. Hak Pengirim Barang/Kargo 
Secara umum pengirim barang/kargo sebagai konsumen 
atas jasa memiliki hak, seperti yang terdapat dalam Pasal 4 
Undang-undang Perlindungan Konsumen, antara lain: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 
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d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara 
patut. 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan 
konsumen. 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif. 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya. 
6. Kewajiban Pengirim Barang/Kargo 
Secara umum pengirim barang/kargo sebagai konsumen 
atas suatu jasa juga memiliki kewajiban, seperti yang terdapat 
pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara 
lain: 
a. Membaca atau mengiktui petunjuk informasi pemakaian dan 
pemanfaatan barang/jasa. Tujuan adalah untuk menjaga 
keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri.  
32 
 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 
barang/jasa. Itikad baik sangat diperlukan ketika konsumen 
akan bertransaksi. 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
Konsumen perlu membayar barang/jasa yang telah dibeli. 
Tentunya dengan nilai tukar yang disepakati. 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 
perlindungan konsumen secara patut. 
D. Tanggung Jawab Pengangkut  
1. Tanggung Jawab Pengangkut Pada Umumnya 
Tanggung jawab pengangkut dapat didefinisikan sebagai 
kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian 
yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta 
pihak ketiga24. 
Tanggung jawab pengangkut menurut KUHD diatur dalam: 
a. Pasal 468 KUHD  
Ayat 1  :   
“Persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan  
barang yang harus diangkutnya mulai saat diterimanya  hingga 
saat diserahkannya barang tersebut”.  
  
                                                 
24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Pasal 1 ayat (3) 
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Ayat 2 (a).   
“Pengangkut wajib mengganti kerugian pengirim, apabila 
barang yang diangkutnya tidak diserahkan atau rusak”.  
  
Ayat 2 (b).  
“tetapi pengangkut tidak berkewajiban mengganti  kerugian 
pengirim, bila tidak dapat diserahkan atau rusaknya barang itu 
disebabkan karena:   
1. suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari terjadinya.  
2. sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.  
3. suatu kelalaian atau kesalahan si pengirim sendiri.  
  
Ayat 3 :   
“Pengangkut juga bertanggung jawab kepada : 
1. segala perbuatan mereka yang dipekerjakan bagi 
 kepentingan pengangkut itu.  
2. sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.  
3. segala barang (alat-alat) yang dipakainya untuk 
 menyelenggarakan pengangkutan itu.  
  
b. Selain itu disebutkan pula dalam pasal 477 KUHD bahwa :  
“pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang 
disebabkan karena terlambat diserahkannya barang yang 
diangkut kecuali  apabila  dibuktikan keterlambatan itu 
disebabkan karena suatu malapetaka yang tidak dapat dicegah 
atau dihindarinya .”  
  
c. Khusus  untuk rusaknya barang, pengangkut bebas dari 
tanggung jawab apabila  dapat membuktikan rusaknya  
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barang itu karena cacat barang atau karena kesalahan 
pengirim . 
2. Prinsip – prinsip Tanggung Jawab 
 Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat 
penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus 
pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam 
menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa 
tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait25.  
 Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum 
dapat dikemukakan sebagai berikut: 
a. Prinsip Tanggung Jawab karena kesalahan (liability based 
on fault). Prinsip ini sudah cukup lama berlaku, baik dalam 
hukum pudana maupun hukum perdata. Dalam sistem 
hukum perdata kita misalnya, ada prinsip perbuatan 
melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana 
terdapat dalam Pasal 1365. Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata. Tanggung jawab seperti ini kemudian diperluas 
dengan vicarious liability, yakni tanggung jawab majikan, 
pimpinan perusahaab terhadap pegawainya atau orang tua 
terhadap anaknya, sebagimana diatur dalam pasal 1367 
KUH Perdata. 
                                                 
25 Shidarta, 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo. Hlm. 72 
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b. Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (presumption of liability 
principle). Seseorang atau tergugat dianggap bertamggung 
jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak 
bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. 
Asas ini lazim pula disebut sebagai pembuktian ada padanya. 
Asas ini lazim pula disebut sebagi pembuktian terbalik 
(omkering van bewijslast). UUPK menganut teori ini 
berdasarkan Pasal 19 ayat 5. Ketentuan ini menyatakan bahwa 
pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab kerusakan jika 
dapat dibuktikan bahwa kesalahan itu merupakan kesalahan 
konsumen. 
c. Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab (Presumption 
of Nonliability Principle). Prinsip ini menggariskan bahwa 
tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Apabila melihat 
Pasal 24 ayat 2 UUPK, penjual yang menjual lahi produknya 
kepada penjual lainnya dibebaskan dari tanggung jawab jika 
penjual lainnya tersebut melakukan perubahan atas produk 
tersebut. 
d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability). Prinsip ini 
merupakan kebalikan dari prinsip pertama. Dengan prinsip ini 
tergugat harus bertanggung jawab atas kerugia yang diderita 
konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan 
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pada dirinya. Jika melihat rumusan pasal yang relevan dengan 
pengaturan pertanggungjawaban pelaku usaha, tidak terlihat 
adanya rumusan yang secara expressis verbis menyatakan 
UUPK menganut prinsip strict liability. 
e. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (limitation of liability). Prinsip 
ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan 
klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. 
Prinsip ini dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf a dan g 
UUPK26. 
Shidarta mengatakan bahwa prinsip tanggung jawab 
terbatas ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara 
sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK yang baru, 
seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak 
menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk 
membatasi maksimal tanggung jawab. Jika ada pembatasan 
mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan27. 
 
  
                                                 
26 N. H. T. Siahaan, 2005. Hukum Konsumen. Jakarta: Panta Rei. Hlm. 155-158. 
27 Shidarta. Op. Cit. Hlm. 50 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Penulis memilih lokasi penelitian di Makassar disebabkan 
Makassar merupakan pintu gerbang memasuki kawasan timur 
Indonesia dan menjadi jalur yang sering dilalui oleh arus barang baik 
keluar ataupun masuk kota Makassar.  
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan jasa 
penitipan barang/ekspedisi udara yang ada di kota Makassar. 
Pengguna jasa penitipan barang/ekspedisi udara yang juga bagian 
dari populasi penelitian, yang berjumlah 30 orang.  
 
2. Sampel Penelitian 
 Beberapa perusahaan expedisi yang ada, penulis melakukan 
penelitian pada dua perusahaan expedisi, yaitu: 
a. PT. Agung Cargo Wicaksana: 
- General Manager 1 orang 
- Konsultan Hukum 1 orang 
Dengan demikian totalnya 2 orang. 
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b. PT. Pos Indonesia: 
- General Manager 1 orang 
- Konsultan Hukum 1 orang 
Dengan demikian totalnya 2. 
C. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer  : Data yang diperoleh melalui penelitian 
langsung terhadap objek yang diteliti, dimana sumber data ini 
diperoleh dari pihak-pihak terkait yang berkompeten di 
bidangnya. Sumbernya berupa data yang berasal dari sumber 
yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab 
pertanyaan peneliti, yaitu data dari pihak perusahaan 
penerbangan PT. Agung Cargo Wicaksana, PT Tiki Jalur 
Nugraha Ekakurir (JNE) dan PT. Pos Indonesia, data dari 
pengguna jasa sebanyak 10 orang. 
b. Data Sekunder : Data yang diperoleh oleh penulis melalui 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
kajian, buku-buku, hasil penelitian, dan data lainnya yang 
diperoleh secara langsung (hard copy) maupun yang diperoleh 
dari hasil pencarian melalui internet. Sumbernya berupa data 
yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai 
macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian 
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antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis 
dalam bentuk yang lain yang diperoleh dari media internet. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Data Primer  
a. Wawancara, yaitu dialog secara langsung untuk memperoleh 
informasi dari responden dalam menghimpun informasi yang 
relevan dengan penelitian.  
b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang mengajukan sejumlah 
pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden dengan 
maksud untuk memperoleh data yang akurat dan valid, dan 
dalam penelitian ini penulis membagikan kuesioner kepada 10 
orang yang pernah menggunakan jasa penitipan 
barang/ekspedisi udara. 
2. Data Sekunder yang berupa penelitian Kepustakaan (Library 
Research), yaitu penelitian terhadap berbagai tulisan-tulisan ilmiah, 
buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, 
serta sumber lain yang terkait dengan materi yang penulis bahas. 
E. Analisis Data 
 Metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif, yakni mendiskripsikan atau menggambarkan keadaan objek 
penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis 
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tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian. Dalam 
penelitian ini, penulis mendeskripsikan tanggung jawab penyedia jasa 
angkutan barang. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan 
cara membandingkan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Ketentuan Pemerintah dalam Pemberian Perlindungan Terhadap 
Pengguna Jasa Penitipan Barang (Ekspedisi) 
1. Keputusan Menteri nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Titipan 
Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, 
diperlukan pengaturan penyelenggaraan kembali jasa titipan.28 
Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan paket, uang dan 
suratpos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, 
sekogram, bungkusan kecil dari pengirim kepada penerima dengan 
memungut biaya.29 
Masyarakat menggunakan jasa penitipan barang untuk 
keperluan-keperluan yang strategis, tidak hanya untuk keperluan 
infestasi atau pengiriman barang/kargo dengan tujuan bisnis, namun 
juga menjalin silahturahmi melalui suratpos, melakukan pengirman 
uang dari keluarga yang merantau ke keluarga di kampong halaman 
ataupun sebaliknya, pengiriman media cetak seperti majalah dan 
                                                 
28 Penjelasan KM Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titpan 
29 Pasal 2, KM nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan 
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tabloid yang biasa masih dilakukan dari Jakarta ke tiap kota besar tiap 
harinya. Semuanya tidak terlepas dari resiko dalam proses jasa 
penitipan tersebut. 
2. Undang-undang nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos 
Pos merupakan sarana komunikasi dan informasi yang 
mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung 
pelaksanaan pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, 
mencerdaskan kehidupan berbangsa, mendukung kegiatan ekonomi, 
serta meningkatkan hubungan antar bangsa.30 
Peran jasa titipan sangatlah besar dalam proses pembangunan 
bangsa dan Negara, di mana kita bisa melihat bahwa dengan adanya 
jasa penitipan ini, bisa menghubungkan daerah yang dulunya kesulitan 
pangan misalnya dengan daerah yang kaya pangan, sehingga 
kesulitan pangan tersebut bisa dihapuskan. Membuka lahan usaha 
dipelosok negeri menjadi mudah, adanya penyedia jasa titipan, 
dengan tersedianya jasa titipan, bahan ataupun alat usaha menjadi 
terjamin. 
Tidak hanya untuk keperluan domestik, keperluan internasional 
pun dapat mempererat hungan antar bangsa, seperti dalam 
penyaluran bantuan-bantuan kemanusian kepada Negara lain sedang 
tertimpa bencana menjadi mudah dan cepat pelaksanaannya. 
                                                 
30 Penjelasan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos 
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3. Pengawasan Pemerintah 
Pengasawan pemerintah dalam bidang penyelenggaraan jasa 
titipan (ekspedisi) bukan hanya melalui regulasi-regulasi perundang-
undangan, tanpa adanya peraturan pelaksana yang mengatur dari 
undang-undang maka peraturan tersebut tidak dapat terlaksana 
secara efisien. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 
tahun 1984 tentang pos adalah Keputusan Menteri nomor 5 tahun 
2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan. Walaupun undang-
undang nomor 6 tahun 1984 telah digantikan oleh Undang-undang 
nomor 38 Tahun 2009, tetapi belum ada peraturan pelaksana yang 
menggantikan KM nomor 5 tahun 2005, maka peraturan pelaksana 
tersebut masih digunakan sampai saat ini. Undang-undang nomor 6 
Tahun 1984 tentang Pos dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi di 
bidang pos, sehingga digantikan oleh Undang-undang nomor 38 
Tahun 2009 tentang Pos.31 
Selain undang-undang tentang pos, pelaksanaan jasa titipan 
juga dapat berpatok pada Undang-undang nomor 15 tahun 1992 
tentang Penerbangan, yang kemudian disempurnakan menjadi 
Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Undang-
undang ini disempurnakan dengan anggapan bahwa perkembangan 
                                                 
31 Penjelasan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos 
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lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut 
penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan 
usaha, perlindungan konsumen, ketentuan internasional yang 
diselenggarakan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas 
penyelenggaraan negara, dan otonomi daerah.32  
Dewasa ini semakin pesatnya perkembangan kebutuhan 
masyarakat mendorong jasa pengangkutan udara untuk meningkatkan 
frekuensi penerbangannya dan membuka rute-rute baru. Melihat hal 
tersebut semakin banyak pihak swasta yang tertarik mengembangkan 
usahanya dalam bidang pengangkutan udara, sehingga saat ini telah 
banyak maskapai swasta yang menawarkan biaya yang murah dan 
pelayanan yang prima. Tidak hanya ada peluang bisnis dari tingginya 
kebutuhan masyarakat, tetapi dapat menimbulakan pergesekan 
terhadap persaingan dalam usaha, dan kurang terpenuhinya 
perlindungan terhadap konsumen. Maka dari itu undang-undang 
nomor 1 tahun 2009 diterbitkan untuk menjadi dasar hukum dari hal 
tersebut dan pergesekan-pergesakan yang mungkin timbul. 
Bukan hanya manusia yang memerlukan jasa pengangkutan ini, 
tetapi goods juga memerlukan jasa pengangkutan ini, untuk berpindah 
dari satu wilayah ke wilayah lain. Perpindahan barang inilah yang 
                                                 
32 Penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan 
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kemudian membantu terciptanya perkembangan lingkungan strategis 
nasional maupun internasional.  
Pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemerintah yaitu 
penetapan Keputusan Menteri nomor 63 tahun 2011 tentang Kriteria, 
Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan. Dalam Keputusan 
Menteri ini, Inspekur penerbangan diberikan tugas untuk melakukan 
Pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan 
sebagaimana dimaksud, meliputi: 
- Audit 
- Inspeksi 
- pengamatan (surveillance) 
- pemantauan (monitoring) 
- survei  
- pengujian (test) 
Inspektur penerbangan yang menangani yang berhubungan 
dengan barang kargo yang dimuat pada suatu penerbangan adalah 
inspektur Keamanan Penerbangan (Pasal 3), yang meliputi Barang 
berbahaya, yang tergolong dalam tingkatan Level 1 yang dimana 
tugasnya meliputi : 
a. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan 
udara yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan udara 
niaga dan bukan niaga; 
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b. melakukan inspeksi pelaksanaan ijin rute perusahaan angkutan 
udara niaga dan persetujuan terbang yang diberikan; 
c. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan penerbangan 
olehperusahaan angkutan udara niaga berjadwal berkaitan 
dengan keteraturan pelayanan penumpang dan kargo, 
pelayanan terhadap rute penerbangan dan pemenuhan 
kapasitas sesuai dengan izin yang diberikan; 
d. melakukan inspeksi kegiatan penerbangan oleh perusahaan 
angkutan udara niaga dan bukan niaga terkait dengan telah 
dipenuhinya ketentuan persetujuan terbang (flight approval); 
e. melakukan inspeksi terhadap bentuk pelayanan untuk 
penumpang dan kargo, daerah operasi dan persetujuan 
terbang;33 
Jadi seharusnya pengawasan ini bukan hanya untuk 
penerbangan swasta/niaga, tetapi untuk penerbangan bukan niaga.  
Belum adanya peraturan pelaksana yang lengkap dan baik atas 
penerbangan dan pelaksanaan jasa titipanpun dapat menjadi kendala 
dalam proses pengangkutan barang dari suatu wilayah Indonesia ke 
wilayah lain, salah satunya masih belum adanya peraturan pemerintah 
yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai pesawat 
udara negara (Pasal 70 Undang-undang no. 1 tahun 2009 tentang 
                                                 
33 Penjelasan PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan 
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Penerbangan). Dimana pada pasal sebelumnya (Pasal 69) 
memungkinakan untuk pesawat udara negara dapat dipergunakan 
untuk keperluan angkutan udara sipil dan sebaliknya. 
Namun kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh 
inspektur penerbangan belum maksimal, di mana harusnya petugas 
pengantar dari perusahaan jasa titipan hanya membawa barang 
hingga terminal bandara, kemudian proses menaikkan barang kiriman 
tersebut merupakan tanggung jawab penyedia jasa pengangkutan, 
sering kali petugas penyedia jasa titipan menaikkan sendiri barangnya 
kedalam pesawat, tanpa dicek kembali oleh petugas yang harusnya 
mengawasi barang proses muat barang tersebut. 
 
B. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Penitipan barang (Ekspedisi) 
terhadap barang/kargo Pengirim 
1. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Penitipan Barang (Ekspedisi) 
  Berdasarkan Undang-undang nomor 38 Tahun 2009, 
Pasal 28 bahwa pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti 
kerugian apabila terjadi : 
- kehilangan kiriman 
- kerusakan isi paket 
- keterlambatan kiriman 
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- ketidak sesuaian antara barang yang dikirim dan yang 
diterima. 
Namun pada kenyataannya hal seperti di atas merupakan hal 
yang lumrah terjadi dalam pelaksanaan jasa titipan. Dari hasil 
wawancara dengan Bapak Kaimuddin Karim, Manager Umur, Mail 
Prosessing Center, PT Pos Indonesia Sulawesi Selatan, kehilangan 
kecil kemungkinan terjadi, namun yang sering adalah keterlambatan 
dari barang yang dimuat oleh pesawat komersil, karena daya tampung 
pesawat yang terbatas.  
Walaupun dalam perjanjian pengangkutan Pos udara 
antara PT POS-GARUDA NO. 4183/DIR.OPRATLOG/1010-
DS/PER/GF-3573/2010 telah di alokasikan kuota untuk PT POS per-
flight-nya, yang membuat PT Pos memperoleh prioritas utama, tetap 
saja ada prioritas khusus yang membuat kuota tersebut mengicil. 
Prioritas khusus itu membuat prioritas PT Pos menjadi urutan ke tiga, 
prioritas khusus itu berupa: 
- bagasi/kargo penumpang 
- jenasah 
- kiriman pos 
Inilah yang membuat kiriman PT Pos biasa menjadi terlambat 
tiba ketujuan, terlebih lagi saat penumapang sedang ramai, sehingga 
bagasi yang mereka bawa menjadi melebihi kuota. Akibat kelebihan 
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kuota bagasi penumpang ini yang sering menyebabkan barang PT Pos 
tertunda keberangkatannya.
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Biasanya keterlambatan paket tidak diklaim ganti kerugian oleh 
konsumen, karena mereka beranggapan sudah biasa terjadi 
keterlambatan dalam pengiriman barang melalui pos, jasa ekspedisi 
lain dan PT Pos sendiri saat menerima titipan tersebut tidak 
menjanjikan waktu tiba dari kiriman tersebut, kecuali pos kilat khusus.  
Hal yang dapat menimbulkan keterlambatan pengiriman 
barang/kargo biasanya juga terjadi akibat keteledoran pihak 
pengangkut. Keteledoran ini biasanya terjadi pada penerbangan yang 
melakukan transit, barang/kargo biasanya ikut terbawa ke tempat 
tujuan berikutnya dan harus menunggu penerbangan untuk kembali ke 
tempat seharusnya barang tersebut diturunkan.35 
Sekitar tahun 2007 PT Pos masih menggunakan jasa 
pengangkutan via pesawat udara negara (Pesawat TNI AU) untuk 
memebuhi kebutuhan ekspedisi ke daerah Timur Indonesia, terutama 
daerah Pulau Irian dan Nusa Tenggara karena masih sedikitnya 
penerbangan yang tersedia ke daerah tersebut. 
Setelah mengalami perombakan administratif, PT Pos 
Indonesia tidak lagi menggunakan jasa penggangkutan dengan 
                                                 
34 Penelitian 5 Juni 2012, Bapak Kaimuddin Kadir, Manager Umum, MPC, PT POS Indonesia Makassar 
35 Penelitian 5 Juni 2012, Nanang Ruspriantno,MPC, PT Pos Indonesia Makassar 
50 
 
pesawat TNI AU karena tidak adanya Surat Muat Udara, sehingga 
pengangkutan tersebut tidak terdaftar pajak, dan tidak dapat 
dimasukkan ke dalam laporan ke uangan PT Pos.36 
Pada saat pemilihan umum tahun 2009 PT Pos meminta izin 
menggunakan jasa pengangkutan pesawat TNI AU untuk mengangkut 
surat suara, tapi permintaan tersebut ditolak oleh Jendral TNI 
Angkatan Udara dengan alasan menjaga netralitas TNI dalam 
pemilihan umum.  
Berhentinya PT Pos Indonesia bukan karena penolakan dari 
pihak TNI Angkatan Udara, tapi karena system administrative yang 
mengakibatkan PT Pos tidak dapat lagi menggunakan pesawat udara 
Negara, atau pun angkutan lain yang tidak memiliki SMU. 
Pemberian ganti kerugian akibat terjadinya rusak, hilang, 
musnahnya barang oleh pihak penyedia jasa titipan diatur tersendiri 
dan secara berbeda-beda oleh setiap penyedia jasa titipan tersebut, 
biasanya tertera pada sisi belakang dari bukti terima kiriman/titipan tiap 
perusahaan penyedia jasa titipan.  
Seperti pada surat bukti terima kiriman/titipan dari JNE (PT. TIKI 
Jalur Nugraha Ekakurir), pemberian ganti rugi dari JNE hanya 
dilakukan bila barang tersebut rusak atau hilang selama dalam 
pengawasan JNE, dan kerusakan semata-mata disebabkan oleh 
                                                 
36 Penelitian 5 Juni 2012, Nanang Ruspriantno,MPC, PT Pos Indonesia Makassar 
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kelalaian karyawan atau agen JNE tersebut. Besarnya pertanggung 
jawaban tersebut tidak melibihi 10 kali biaya kirim barnag atau 
dokumen yang rusak atau hilang tersebut, dan untuk pengiriman luar 
Indonesia sebesar US$100.00. 
Biasanya jika mengirim menggunakan jasa JNE, jika 
mengirimkan barang elektronik seperti telpon seluler, komputer jinjing, 
surat-surat berharga dan lain-lain, mereke meminta kita untuk 
mengasuransikan barang tersebut, dengan membayarkan sejumlah 
uang, sesuai dengan barang yang hendak dikirimkan. Apabila terjadi 
kerusakan terhadap barang tersebut akan mendapatkan penggantian 
yang lebih layak, jika kita mengisi polis tersebut JNE lebih sering 
menolak pengiriman tersebut. Padahal sebenarnya dalam Surat Tanda 
Terima  Titipan JNE tidak tertera keterangan mengenai JNE berhak 
menolak mereka yang tidak bersedia mengasuransikan baranganya. 
Sedangkan pada surat bukti terima kiriman/titipan dari PT 
Agung Cargo Wicaksana, permintaan ganti kerugian atas barang dan 
dokumen yang hilang ataupun rusak maksimal adalah 3 kali dari 
ongkos kirim barang atau dokumen tersebut. 
 
2. Pengalihan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Penitipan 
(ekspedisi)  
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  Tidak semua permintaan pertanggung jawaban yang 
dimintakan oleh konsumen akan dipenuhi oleh penyedia jasa titipan. 
Berbagai pengecualian yang dapat menyebabkan tidak berlakunya 
permintaan ganti rugi. Salah satu contohnya adalah pada PT Pos, 
dalam ketentuan dan syarat-syarat pengirimannya tertera bahwa PT 
Pos Indonesia tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti 
kerugian atas kiriman yang diakibatkan oleh : 
- kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur 
kesengajaan oleh pengirim 
- isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis di 
halaman muka model ini (bukti terima kiriman) 
- semua risiko teknis yang terjadi selama dalam pengakutan, 
yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau 
berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau 
sejenisnya maupun barang-barang elektronik, seperti 
halnya: handphone, kamera, radio/tape dan lain-lain yang 
sejenis 
- kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, 
kontaminasi polusi dan reaksi nuklir. 
- Kerugian atau kerusakan sebagaimana akibat force majeure 
seperti bencana alam, perang, huru-hara, aksi melawan 
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pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan atau 
penyitaan oleh penguasa setempat. 
- Kerugian tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak 
jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam 
penyelenggaraan pos (UU No. 6 tahun 1984 pasal 12 ayat 
(7)). 
- Pengaduan yang diajukan setelah melewati waktu 30 hari 
(untuk paket, surat kilat khusus dan surat tercatat dalam 
negeri), 4 bulan (untuk EMS) dan 6 bulan (untuk paket dan 
surat tercatat luar negeri) sejak tanggal pengeposan. 
Pengecualian yang terjadi akibat resiko teknis bianya 
terjadi kehilangan data pada elektronik yang dikirim memalui 
pengangkut. Walaupun fisik benda tersebut baik dan tanpa cacat, 
biasanya benda seperti komputer jinjing, hard disk komputer dan 
benda penyimpanan data digital lainnya dapat mengalami crash akibat 
dari pengecekan inframerah pada saat melewati prosedur keamanan 
bandara. Sehingga permintaan ganti kerugian seperti hal di atas tidak 
dapat dilakukan.  
Pada pengecualian kerugian tidak langsung yang tertera 
pada poin ke enam, masih menggunakan ketentuan perundang-
undangan nomor 6 tahun 1986 yang telah digantikan oleh undang-
undang nomor 38 tahun 2009 tentang pos. Dimana dalam undang-
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undnag 38 tahun 2009 tidak mengatur lagi kembali hal tersebut. 
Sehingga jika berdasarkan pada undang-undang nomor 6 tahun 1986 
keterlambatan dalam penyampaian kiriman tidak dapat dimintai ganti 
kerugian oleh pengirim. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa maka penulis 
menarik kesimpulan:  
1. Pengawasan dari pemerintah dalam memberikan perlindungan 
terhadap keselamatan dalam pengiriman barang dan jasa titipan 
dapat dilihat jelas dalam Undang-undang nomor 38 tahun 2009 
tentang POS. namun, sangat disayangkan kurangnya 
pengawasan dalam pelaksanaan terhadap yang terjadi 
dilapangan. 
2. Tanggung jawab penyedia jasa titipan barang terhadap barang 
dan yang dikirim oleh konsumen. Tanggung jawab penyedia jasa 
titipan apabila terjadi kerugian akibat kerusakan barang titipan 
tersebut sering kali tidak sesuai dengan nilai barang/kargo 
tersebut, dan pengirim/konsumen tidak dapat menuntut lebih 
karena telah tertera pada surat “tanda terima titipan” dari 
penyedia jasa titipan tersebut, terkecuali memiliki perjanjian 
kerjasama yang terpisa dari tanda terima tersebut maka 
konsumen dapat menuntut penggantian secara lebih layak. 
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3. Pengalihan ganti kerugian dari pihak penyedia jasa titipan kepada 
penyedia jasa angkuta. Hal ini terjadi secara interen pihak-pihak 
yang menjalin kerjasa yaitu penyedia jasa titipan (ekspedisi) dan 
penyedia jasa pengangkutan. Berbeda halnya jika kedua pihak 
memiliki perjanjian sebelumnya maka masalah yang 
berkelanjutan dapat dihindari, berbeda halnya jika menggunakan 
Pesawat Udara Negara dalam proses pengangkutan 
barang/kargo tersebut, tidak ada kepastian penggantian kerugian 
akan barang tesebut, sehingga murni menjadi tanggungan 
penyedia jasa titipan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Regulasi-regulasi yang ada dapat dikatakan telah memberikan 
perlindungan yang layak pada konsumen, namun sekali lagi hal 
yang menjadi masalah adalah klausula baku pada “tanda terima 
titipan” barang yang sering dilalaikan oleh konsumen, dan baru 
dibaca saat akan melakukan permintaan ganti kergian yang 
seharusnya dilakukan sejak awal memilih penyedia jasa titipan. 
2. Perlunya pengusaha menjelaskan jasa pengangkutan yang 
digunakan oleh jasa titipan tersebut dan kepastian akan perkiraan 
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waktu tibanya barang tersebut ketujuan pengiriman barang, 
sehingga barang/kargo yang memerlukan kecepatan dalam 
pengangkutannya dapat tiba ditujuan dengan biaya murah 
3. Perlunya pengawasan dari pihak penyedia jasa angkutan untuk 
memeriksa dan mengawasi setiap barang/kargo yang diangkut 
menggunakan pesawat udara, baik swasta maupun pesawat 
udara Negara. 
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